
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 735 TAHUN 2016

TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL

MADRASAH IBTIDAIYAH MA,ARTF NU SUSUKAIY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG II,IAHA EsA

MENTERI AGAMA RTPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib memiliki izinpendirian/operasional madrasah se6agai legalitas formalterhadap eksisten si lembaga pendidikan telsebut;"
. b. bahwa sehubungan dengan adanya surat perkumpulan

Nahdlatul ulama no.10i 07 /pclKet/xrr/20l5- ranggat 03Desember 2015 perihal permohonan 'penerbitan 
suratKeputusan pengganti Izin pendirian Madra""t x"rra Hilangatas Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU susukan yang dinyatakaihilang berdasarkan surat Tanda penerimaa"n LaporanKehilangan Barang/surat/Dokumen dari Keporisian sektor

liayrqgUang nomor : STpLK/44 2/LV/2,16lp;isek Tanggal 07Apil2016;
c 

8tffi.,.!"tr,;x!ti- #il;1", frffi ,ELi5"filt,ffffittanggal 5 April 2ot6 perihar penerbitan'surat' KeputusanPengganti Izin pendirian Madrasah swasta Karena Hilang atasnama Madrasah .Ibtidaiyah Ma'arif NU su"ut"" perluI diterbitkan sebagai perwujudan atuntatiiit"" -p"frit 
dalam, pengelolaan pendidikan; -

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
{alam huruf a, hurui b, dan huruf 

",-p.rf"*menetapkanKeputusan Menteri Agama tentang penerbitan KeputusanPengganti Izin pendiriln/operasiorial uaarasatr IbtidaiyahMa'arif NU Susukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara n"prrttit-tndonesiaTahun 2003 Nomor Zg, Tambahan LJmbaran'lV.gar" RepublikIndonesia Nomor a301);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20os tentang standarNasional pendidikan (Lembaran Negara n"p"uiit-fndonesiaTahun 2005 Nomor 4r, Tambahan LJmbaran-Negara-nepublik
Indonesia Nomor .1+S_!l sebagaimana telah di;bah denganPeraturan Pemerintah Nomor tdTahun 201s tentang-peruuahanKedua Atas peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 20ostentang Standar Nasional pendidikan pe;bar;; NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4s, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5670l;

2.



Menetapkan
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 4g rahun 200g tentang pendanaan
Pendidikan (I-embaran Negara Republik Indonesia tahun 200g
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a86al;

4. Peraturan Pemerintah Nomor lr rahun 2olo tentang
Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (tembaran Negari
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2s, Tambahan Lembiran
T..q".l Republik Indonesia Nomor 51so) sebagaimana telahdiubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66" Tahun 2010
tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor LZ Tahun2oLo tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahulri 2010 Nomor Ll2,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2ooltentang standar sarana dan prasarana untuk sekorah
Dasar/Madrasah - _Ibtidaiyah, Sekolah MenengahPertama/Madr,ay! 

- 
Tsanawiyah, dan Sekolah Menen[ah

Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010tentang standar pelayanan Minimal pendidikan diKabupaten /Kota sebagaimana telah diubah menjadi peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013tentang Perubahan atas peraturan Menteri pendidikan NasionalNomor 15 Tahun 2oro tentang standar eetayanan MinimalPendidikan di Kabupaten / Kota;

7' Peraturan Menteri Agama Nomor 90 rahun 2org tentangPenyelenggaran pendidikan Madf:ah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2013 Nomor r3g2) 
".bagai-a.ra'telah diubahdengan Peraturan Menteri Agama Nomor o6 tahun 2o1s tentangPerubahan Atas peraturan Minteri Agama Nr;;;Ab Tahun 2013tentang Penyelenggaran pendidikan Madrasah;

8. Keputusan Direktur Jenderal Isram Nomor sggs Tahun 201s
lentalq Petunjuk leknis 

perpanjangan Izin pendirian Madrasah,Penerbitan surat xeputusan- pengganti lzin pendirian MadrasahKarena Hllang, dan penerbitan-Surat Keterangan KerusakanDokumen Izin pendirian Madrasah.

MEMUTUSI(AIT:

KEPU?USAIY MEITTERI AGAMA RTPUBLIK IITDOIYESIATENTATG PENERBITAN KEPUTUSAN PPIYCCATY T AZINPEI'TDIRIAIT/ OPERASIOITAL MADRASAII MTIDATYETT MA'ARIFNU SUSUI(AIY.

Memberikan Keputusan pengganti rzin pendirian/operasionar
Madra:lh yang hilang kepada madrasah 

""u"g"i*"L tercantum
$3lam ta'mpiran yang merupakan bagian tid"k;;;pi;-hkan denganKeputusan ini.
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Pemberian izir: pendirian/operasional sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang
bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Agustus 2016

A.IT. MEITTERI AGAMA REPUBLIK INDONESTA
KEPALA I(AIYTOR WILAYAH

JAWA BARAT,



1 Nama Madrasah Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU
Susukan

2 Nomor Statistik Madrasah 1 1 1232080056

3 Alamat Madrasah DusunManis

Desa Susukan

Kecamatan Cipicung

Kabupaten Kuningan

Provinsi Jawa Barat

4 Nama Organisasi Penyelenggara Perkumpulan Nahdlatul Ulama

5 Akte Notaris Organisasi
Penyelenggara

Munyati Sullam, SH.,MA
No. 04 Tanggal 10 April2O13

6 Pengesahan Alrte Notaris
Organisasi Penyelenggara

AHU-70.AH.01.08 Tahun 20 15
Tanggal 08 September 2015
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LAMPIRAIT
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 735 TAHUN 2016
TEITTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN /
OPERASIONAL ITIADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARTF NU
SUSUI(AN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN
PENDIRIAN / OPERASIONAL

A.IY. MEITTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KAITTOR WILAYATI
XTMEIYTERIAN AGAMA
PROVINSI JAtrIA BARAT,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN PENDIRIAI{ / OPERASIONAL MADRASATI

Nomor : 0073/SKP-IO I 2016

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

Alamat

Desa

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

Penyelenggara Madrasah

Akte Notaris Penyelenggara

Pengesahan Akte Notaris

Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Susukan

DusunManis

Susukan

Cipicung

Kuningan

Jawa Barat

Perkumpulan Nahdlatul Ulama

Munyati Sullam, SH.,MA
No. 04 Tanggal 10 April 2OL3

AHU-70.AH.0 1.08 Tahun 20 15
Tanggal 08 September 2015

Bandung, 1 Agustus 2016

A.N" MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA

VINSI JAWA BARAT,

1t

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

t 1 I 2 3 2 o I o o -b 6

ffifi


